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Gambaran Umum 
Tata Kelola 
Akuntabilitas 
Keuangan Negara
Tahun 2024

Mendukung berbagai program 

afirmasi: penurunan tingkat 

kemiskinan, kemiskinan ekstrem 

dan stunting

Mendukung transformasi 

ekonomi melalui percepatan 

reformasi structural: peningkatan 

kualitas SDM, infrastruktur, 

perbaikan kelembagaan dan 

regulasi

1.Fungsi Alokasi

Arah Kebijakan Fiskal

Shock absorber terhadap 

gejolak yang terjadi, termasuk 

pengendalian inflasi

3. Fungsi Distribusi

2.  Fungsi Stabilisasi

1.Reformasi Perpajakan

Perbaikan system perpajakan yang 

lebih sehat dan adil, perluasan basis 

pajak, & peningkatan kepatuhan wajib 

pajak

Kebijakan Mobilisasi 

Pendapatan Negara

2. Peningkatan Tax Ratio

3. Optimalisasi PNBP

Peningkatan inovasi pelayanan 

public & mendorong reformasi 

pengelolaan asset negara

Pertumbuhan Ekonomi 

5,1-5,7%

ASUMSI MAKRO 

TAHUN 2024

Suku Bunga SBN (10 th) 

6,49%-6,91%

Nilai tukar Rp14.700-Rp 

15.200/USD

Harga Minyak Mentah USD75-

80/barel

Lifting Minyak Mentah 615-

640 ribu barel/hari

Lifting gas bumi 1,030 ribu-

1,036 ribu Boe/hari

Inflasi 1,5 – 3,5 %

• Kebijakan fiscal 

ekspansif, terarah dan 

terukur

• Mengendalikan deficit 

dan utang dalam batas 

manageable

• Mendorong efektivitas 

pembiayaan investasi

• Memperkuat ketahanan 

fiscal/fiscal buffer

• Mendukung 

pembiayaan investasi 

utk memperkuat peran 

internasional

• Akselerasi pembiayaan 

bagi MBR dan UMKM

• Mendorong pembiayaan 

kreatif dan 

inovatif/KPBU

Kebijakan Pembiayaan
1. Jangka Pendek dan Menengah

• Pendek: penghapusan 

kemiskinan ekstrem, penurunan 

stunting, inflasi, investasi 

• Menengah: SDM, infrastruktur, 

hilirisasi SDA, deregulasi & 

penguatan institusi

2. Spending Better

• Mendorong efisiensi kebutuhan 

dasar, focus prioritas 

Pembangunan, berorientasi hasil

3. Subsidi Tepat sasaran dan 

Efektifitas Program Perlinsos

• Peningkatan akurasi data, 

perbaikan mekanisme 

penyaluran, sinergi program 

4. Sinergi dan harmonisasi pusat 

dan daerah

• Implementasi kerangka ekonomi 

makro dan pokok pokok 

kebijakan fiscal regional

5. Arah Efisiensi dan efektifitas 

Belanja

• Mendorong pemerataan 

Pembangunan, penciptaan 

lapangan kerja, pengentasan 

kemiskinan, pengurangan 

kesenjangan golongan/wilayah

Kebijakan Belanja Negara

Tingkat Pengangguran 5-5,7%

Kemiskinan 6,5-7,5%

Rasio Gini 0,374-0,377%

IPM 73,99-74,02

NTP 105-108  

NTN 107-110

INDIKATOR 

PEMBANGUNAN

5,2%

APBN 2024

2,8%

15.000/
USD

6,7%

82/
USD

635rb 
barrel/hr

1,033 juta 
barrel/hr



Adaptasi dari Performance: a conceptual framework, Pollitt & Bouchaert 2011
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Perencanaan

Penganggaran

Pelaksanaan 
(Belanja & PBJ)
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MATURITAS SPIP VS OPINI LK K/L

Capaian Maturitas SPIP K/L Pemda Triwulan II 

Tahun 2023

• Level maturitas SPIP level 3 dengan Opini  WTP (85,3%) 

• Level maturitas SPIP < 3, tetapi dengan Opini WTP (13,4%)

• Level maturutas SPIP Level 3, tetapi dengan Opini WDP (1,3%)

Tahun 2021TAHUN 2021



1 KUALITAS PERENCANAAN

• Perencanaan disusun 
dengan cascading yang baik 
dengan indikator kinerja dan 
target yang tepat.

• Perencanaan didukung 
dengan penganggaran yang 
efektif dan efisien.

KUALITAS STRUKTUR DAN 
PROSES
• Diperlukan pengendalian atas 

seluruh penggunaan sumber 
daya saat melakukan 
program/kegiatan yang 
direncanakan.

• Pengendalian yang dibangun 
dapat merujuk pada 5 unsur 
SPIP seperti ilustrasi pada slide 
berikutnya.

2

Efektivitas dan Efisiensi 
Pencapaian Tujuan 

Organisasi

Keandalan Pelaporan 
Keuangan

Pengamanan atas Aset 
Negara

Ketaatan terhadap 
Peraturan Perundang - 

Undangan

3KUALITAS PENCAPAIAN 
TUJUAN
• Opini BPK atas Laporan 

Keuangan meningkat.
• Tidak terjadi temuan berulang.

SPIPSPIP PENCAPAIAN
TUJUAN
ORGANISASI

PENCAPAIAN
TUJUAN
ORGANISASI

MENDUKUNG

MELALUI



ILUSTRASI

LINGKUNGAN
PENGENDALIAN1

2PENILAIAN
RISIKO

1.6 PENYUSUNAN DAN 
PENERAPAN KEBIJAKAN 
YANG SEHAT TENTANG 
PEMBINAAN SDM

1.7 PERWUJUDAN 
PERAN APIP YANG 
EFEKTIF

1.8 HUBUNGAN KERJA 
YANG BAIK DENGAN 
INSTANSI TERKAIT

• Rekonsiliasi Pendapatan
• Rekonsiliasi Belanja
• Rekonsiliasi Aset

• Reviu RKA, KUA
• Reviu Penyerapan
• Reviu Laporan Keuangan

• Rekrutmen dan 
penempatan pegawai 
pengelola keuangan sesuai 
latar belakang dan 
kompetensi

1.1 PENEGAKAN 
INTEGRITAS DAN NILAI 
ETIKA

1.2 KOMITMEN 
TERHADAP 
KOMPETENSI

1.3 KEPEMIMPINAN 
YANG KONDUSIF

1.4 STRUKTUR 
ORGANISASI SESUAI 
KEBUTUHAN

1.5 PENDELEGASIAN 
WEWENANG DAN TANGGUNG 
JAWAB YANG TEPAT

• Pendelegasian kewenangan 
pengelolaan keuangan dari 
PA, KPA, Bendahara dst.

• Pengelola keuangan diisi 
oleh pegawai dengan 
kompetensi yang sesuai

• Terdapat struktur 
pengelolaan keuangan yang 
jelas untuk tingkat Pemda 
(PPKD) dan OPD

• Larangan menerima 
gratifikasi bagi pengelola 
keuangan

• Pimpinan proaktif 
memantau efektivitas dan 
efisiensi pengelolaan 
keuangan

2.1 IDENTIFIKASI RISIKO • Mengidentifikasi risiko-risiko 
terkait pengelolaan keuangan

2.2 ANALISIS RISIKO

• Menghitung dampak dan 
kemungkinan

• Menentukan prioritas risiko 
pengelolaan keuangan

• Menyusun peta risiko 
pengelolaan keuangan

• Menyusun RTP



ILUSTRASI

KEGIATAN
PENGENDALIAN3

4 INFORMASI &
KOMUNIKASI

3.7 OTORISASI ATAS 
KEJADIAN DAN 
TRANSAKSI PENTING

3.8 PENCATATAN YANG 
AKURAT DAN TEPAT 
WAKTU

3.9 PEMBATASAN AKSES 
ATAS SUMBER DAYA & 
PENCATATAN

• BMD dibatasi aksesnya dari 
pihak yang tidak berhak

• Transaksi dicatat segera 
setelah diakui dan sesuai 
ketentuan

• Transaksi dapat diotorisasi 
apabila disertai bukti dan 
syarat yang ditentukan

3.1 REVIU ATAS KINERJA

3.2 PEMBINAAN SDM

3.3 PENGENDALIAN 
ATAS PENGELOLAAN 
SISTEM INFORMASI

3.4 PENGENDALIAN 
FISIK ATAS ASET

3.5 PENETAPAN DAN 
REVIU ATAS INDIKATOR 
DAN UKURAN KINERJA

• Target Pendapatan dan 
Belanja direviu berkala dan 
dapat disesuaikan sesuai 
perubahan strategis

• Penyelenggaraan Diklat dan 
Bimtek Pengelolaan 
Keuangan dan Penyusunan 
LKPD

• Aset diadministrasikan dan 
dicatat dengan baik

• Aset disertai bukti 
kepemilikan yang sah

• Monitoring berkala atas 
realisasi fisik dan keuangan

• Pengamanan server aplikasi 
keuangan

• Pembatasan akses 
penggunaan aplikasi 
keuangan

5.1  PEMANTAUAN 
BERKELANJUTAN

• Monitoring PBJ

5.2 EVALUASI 
TERPISAH

• Audit Operasional
• Audit Ketaatan
• Audit PBJ5PEMANTAUAN

4.1 INFORMASI 
YANG RELEVAN

• Sosialisasi kebijakan 
pengelolaan keuangan offline 
dan online

4.2 KOMUNIKASI 
YANG EFEKTIF

• Layanan konsultasi pengelolaan 
keuangan kepada OPD oleh 
BKAD dan Inspektorat

3.6 PEMISAHAN FUNGSI
• Terdapat pemisahan fungsi 

otorisasi keuangan secara 
berjenjang

3.10 AKUNTABILITAS 
TERHADAP SUMBER 
DAYA & PENCATATAN

• Transaksi dan penggunaan 
sumber daya dilaporkan 
secara berkala

3.11 DOKUMENTASI 
YANG BAIK ATAS SPI 
SERTA TRANSAKSI DAN 
KEJADIAN

• Bukti transaksi dan 
penggunaan sumber 
daya beserta 
pelaporannya 
didokumentasikan



KEBIJAKAN PERUNDANGAN-UNDANGAN 

REVIU LKPP
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1.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah

2.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 

tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.09/2014 tanggal 15 

Januari 2015, tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

4.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.09/2015 tentang 

Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga



SIKLUS PENERAPAN PMK 17/2019

Penilai Pusat 

Dirjen Perben

Penerapan Penilaian Reviu

UAPP
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TUJUAN REVIU

• Membantu  terlaksananya  penyelenggaraan  akuntansi  
dan  penyajian LK K/L;  dan 

• Memberikan keyakinan terbatas kepada Menteri Keuangan 
mengenai akurasi informasi LKPP serta penyajian dan 
pengungkapan sesuai dengan SAP; dan membantu 
terlaksananya konsolidasi dan penyajian LKPP

RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka apabila pereviu 

menemukan kelemahan dalam proses konsolidasi 

dan/atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, 

maka pereviu menyarankan kepada penyusun LKPP 

untuk segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi 

atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan opini 

sebagaimana dalam audit

Ruang lingkup reviu adalah 

penelaahan atas kesesuaian proses 

konsolidasi dengan sistem akuntansi 

pemerintah pusat dan kesesuaian 

penyajian LKPP dengan SAP. 

Ruang lingkup reviu tidak mencakup 

pengujian atas pengendalian intern, 

penetapan risiko pengendalian, 

pengujian catatan akuntansi, dan 

pengujian atas respon terhadap 

permintaan keterangan dengan cara 

pemerolehan bahan bukti yang 

menguatkan melalui inspeksi, 

pengamatan, atau konfirmasi, dan 

prosedur tertentu lainnya yang biasa 

dilaksanakan dalam suatu audit 

4
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1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

(SAL)
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan
8. Tindak Lanjut BPK
9. Risiko-risiko dari BPK atas Permasalahan 

signifikan dari hasil audit pada LKKL yang 
berpotensi menjadi temuan pada LKPP

KOMPONEN LK YANG DIREVIU

1. Proses penyusunan LK K/L dan 
permasalahan konsolidasian LKPP

2. Memastikan pencatatan, pengukuran, 
penilaian, penyajian dan pengklasifikasian 
sesuai dengan SAP

3. Meyakinkan rekomendasi BPK 
ditindaklanjuti, dan Langkah mitigasinya 
untuk mencegah terjadinya kembaali 
ditahun berjalan

4. Menilai ketepatan langkah penyelesaian 
untuk tindak lanjut temuan tahun lalu dan 
tahun-tahun sebelumnya agar tidak 
terulang kembali

FOKUS REVIU LKPP
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Meyakini Proses/Mekanisme LKPP Terintegrasi 

sesuai petunujuk teknis penyusunan
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MONSAKTI

Proses/Mekanisme Konsolidasi Data 

LKPP Terintegrasi
Pos-pos laporan keuangan 

disajikan sesuai dengan 

SAP/petunjuk akuntansi 



KRITERIA REVIU
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Kriteria Umum Opini BPK 
(Penjelasan Pasal 16 UU No.15/2004)

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan

2. Kecukupan pengungkapan (Adequate 
Disclosures)

3. Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-
undangan

4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah

Pengakuan
Pengukuran
Pelaporan akun-akun LK
Akurasi
Keandalan 
Keabsahan LK

Meyakinkan angka-angka dan pos neraca sesuai 
dengan petunjuk akuntansi yang dutetapkan oleh 
Dirjen Perbendaharaan



Pelaksanaan Reviu LKPP

16

Dalam tahapan ini, pereviu melakukan penelaahan 
atas penyelenggaraan akuntansi dan LKPP pada unit 
penyusun LKPP yang telah ditetapkan sebelumnya 
dalam tahap perencanaan reviu. Penelaahan 
dilaksanakan dengan menggunakan kerangka sebagai 
berikut:
a) Langkah-langkah reviu untuk seluruh akun LKPP;
b) Langkah-langkah reviu per akun LKPP.

Pengumpulan Data/Informasi

Berkaitan dengan konsep dasar reviu yang dilaksanakan 
dengan menggunakan pendekatan berjenjang yang 
meliputi tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E l, UAPP 
sampai dengan UAPP Konsolidasian, pereviu perlu 
mempertimbangkan metode pengumpulan data dan/atau 
informasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan 
reviu secara optimal. 
Pada tahap ini, tim perlu juga membuat surat permintaan 
username dan password aplikasi SAKTI untuk setiap 
anggota tim reviu kepada Direktorat Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan agar dapat mengakses aplikasi SAKTI 
yang merupakan salah satu sarana untuk pengumpulan 
data/informasi. 

Penelaahan Penyelenggaraan Akuntansi dan 
Laporan Keuangan

Penyusunan Kertas Kerja Reviu

Penyusunan Kertas Kerja Reviu. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan 
dokumentasi pelaksanaan reviu atas LKPP maka pereviu harus menyusun Kertas 
Kerja Reviu (KKR), untuk menjelaskan mengenai:
a) Pihak yang melakukan reviu. 
b) Aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LKPP (LRA, LO, LPE, Neraca, 

LAK, dan CaLK) yang direviu.
c) Asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan untuk menilai 

asersi. 
d) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan/catatan pereviu.
Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas LKPP, maka KKR yang 
disusun oleh Anggota Tim (AT) harus direviu oleh Ketua Tim (KT), untuk selanjutnya 
disetujui oleh Pengendali Teknis (PT) apabila diperlukan. Reviu dan persetujuan atas 
KKR dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf/tanda tangan dan tanggal saat 
KKR tersebut direviu dan disetujui. Penyusunan KKR dilakukan bersamaan dengan 
pelaksanaan reviu, KKR harus didokumentasikan dan disimpan dengan baik, untuk 
kepentingan penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas LKPP 
berikutnya.

Simpulan dalam KKR dituangkan dalam bentuk Catatan 
Hasil Reviu (CHR) dan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) yang 
akan menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Hasil 
Reviu (LHR).



Langkah Kerja Reviu LKPP
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NO JENIS REVIU TUJUAN REVIU

1 Temuan Audit tahun Sebelumnya Mengetahui temuan-temuan BPK atas hasil audit LKPP tahun 2022 dan sebelumnya yang 
berpotensi menjadi temuan tahun 2023

2 Risiko BPK atas LKPP 2021 Mengetahui potensi-potensi permasalahan yang  berasal dari Risiko BPK
3 Reviu Pernyataan Telah Direviu dari 

APIP
Memastikan bahwa semua Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga telah direviu oleh APIP 
dan paragraf penjelas dalam catatan hasil reviu telah ditindaklanjuti

4 Reviu Konsolidasi LKKL (melalui MONSAKTI)
a Tahap Persiapan Mendapatkan pemahaman menu-menu di aplikasi MONSAKTI serta mendapatkan bahan-bahan 

laporan dari aplikasiMONSAKTI
b Reviu Proses Konsolidasi LKPP memastikan bahwa semua data KL telah terkonsolidasi, dan angkanya sama
c Reviu rekonsiliasi K/L di                  

MONSAKTI
memastikan bahwa semua satker telah melakukan rekonsiliasi dengan MONSAKTI

d Reviu Satker In aktif Memastikan bahwa saldo satker in aktif telah masuk dalam konsolidasi LK dan LKKL

e Reviu Penyusutan Satker In Aktif Memastikan bahwa saldo aset tetap satker in aktif telah dilakukan penyusutan
5 Reviu Kesesuaian dengan SAP

a Saldo tidak normal memastikan bahwa tidak ada saldo tidak normal, baik di level KL maupun konsolidasian. Misal 
ada aset yang belum diregister, dll

b Keterkaitan saldo antara Neraca, LPE, 
LRA, dan LO

memastikan bahwa keterkaitan saldo antara neraca, LAK, LPSAL, LPE, LRA, dan LO telah sesuai 
dengan seharusnya 
(misal saldo akhir di LPE harus sama dengan ekuitas di neraca)

c Suspend Belanja Mengidentifikasi saldo suspend belanja di akhir periode pelaporan

d Suspend Pendapatan Mengidentifikasi saldo suspend pendapatan di akhir periode pelaporan

6 Reviu Persiapan Penyusunan LKPP Memastikan bahwa penyajian LKKL dan LKBUN sudah lengkap dan disampaikan tepat waktu

7 Reviu Penyusunan LAK LKPP Memastikan bahwa penyajian LAK LKPP sudah disajikan dengan tepat serta CaLK LAK LKPP telah 
benar dan pengungkapannya cukup



Langkah Kerja Reviu LKPP
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NO JENIS REVIU TUJUAN REVIU

8 Reviu Penyusunan 
LRA LKPP

Memastikan bahwa penerimaan, belanja, dan pembiayaan pada LRA LKPP sudah disajikan dengan benar

Memastikan bahwa SILPA/SIKPA pada LRA LKPP sudah disajikan dengan benar
Memastikan bahwa CaLK LRA LKPP telah benar dan cukup diungkapkan 

9 Reviu Penyusunan 
LO LKPP

Memastikan bahwa Pendapatan, beban, suplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa, 
dan surplus/defisit laporan operasional sudah disajikan dengan benar dan CaLK LO LKPP telah benar dan 
cukup pengungkapannya

10 Reviu Penyusunan 
LPE LKPP

Memastikan bahwa Saldo Awal telah menggunakan angka Audited
Memastikan bahwa saldo awal LPE, surplus/defisit laporan operasional, saldo akhir, penyesuaian nilai 
tahun berjalan, dan koreksi yang mempengaruhi ekuitas telah disajikan dengan tepat
Memastikan bahwa Transaksi Antar Entitas (TAE) telah disajikan dengan tepat
Memastikan bahwa CaLK LPE LKPP telah benar dan cukup diungkapkan 

11 Reviu Penyusunan 
LPSAL LKPP

Memastikan bawa penyajian akun pada LPSAL telah disajikan dengan tepat, antara lain:
- SAL awal dan penyesuaian saldo awal disajikan dengan tepat,
- Penggunaan SAL sebagai pembiayaan tahun berjalan disajikan dengan tepat,
- SILPA/SIKPA  disajikan dengan tepat,
- Penyesuian pembukuan dan penyesuaian lain-lain disajikan dengan tepat
Memastikan bahwa CaLK LPSAL LKPP telah benar dan cukup diungkapkan 

12 Penyusunan Neraca 
LKPP

Memastikan bahwa Saldo Awal telah menggunakan angka Audited
Memastikan bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas telah disajikan dengan tepat
Memastikan bahwa CaLK Neraca LKPP telah benar dan cukup diungkapkan 

13 Reviu Penyelesaian 
Tindak Lanjut 
Temuan BPK Tahun 
sebelumnya

Memastikan temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti



Mitigasi Tidak Berulangnya 

Temuan BPK 
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Pengelolaan PNBP

Pengelolaan Belanja baik barang/jasa

Pengelolaan dan pencatatan pada aset tetap

Pengelolaan Piutang 

Temuan terkait yang perlu diwaspadai 
dan sering berulang

Pengendalian Intern 

Atas Pelaporan 

Keuangan (PIPK)



Latar Belakang PIPK

10

Rekomendasi BPK RI (2015) untuk melaksanakan 
Control Self Assessment (CSA)

➢ Mayoritas K/L belum memahami SPIP terlebih terkait 
pengendalian intern atas pelaporan keuangan

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran, KPA, dan 
Penanggung jawab UAPPA, termasuk Menteri Keuangan atas 

nama Pemerintah Pusat, membuat pernyataan tanggung 
jawab atas Laporan Keuangan yang disampaikan. 

➢ PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Pusat

➢ Lampiran PMK-10/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas LK BUN
➢ Lampiran PMK-255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas LK K/L

Reviu atas Laporan Keuangan hanya memberikan keyakinan terbatas

bahwa Laporan Keuangan disusun sesuai dengan SAP dan tidak 
mencakup pengujian atas pengendalian intern

Dasar Hukum, Definisi dan 

Tujuan PIPK

Dasar Hukum 
1. PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah.
2. PMK 17/PMK.09/2019 Tentang  Pedoman Penerapan, 

Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Pusat.

Definisi PIPK
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan merupakan
pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberi
keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang 
dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tujuan PIPK
Untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan 
Keuangan disusun dengan pengendalian intern yang memadai.

PIPK Pada LKPP dan LKBUN diterapkan 
mulai tahun 2017.
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PENERAPAN
• PIPK diterapkan oleh setiap Entitas Akuntansi, dan Entitas 

Pelaporan, termasuk LKPP dan LKBUN
• Bertujuan memberikan keyakinan bahwa pelaporan 

keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang 
memadai.

PENILAIAN
• Dalam menjaga efektivitas penerapan PIPK, Entitas 

Akuntansi dan Entitas Pelaporan melaksanakan 
Penilaian PIPK. 

• Penilaian PIPK LKPP dan LKBUN dilaksanakan oleh 
Tim Penilai yaitu Setditjen Perbendaharaan.

• Laporan Hasil Penilaian PIPK disampaikan kepada 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

REVIU PIPK
• Untuk memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan 

Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas 
penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu PIPK.  

• Reviu PIPK LKPP dilaksanakan oleh BPKP dan reviu PIPK 
LKBUN dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. 

Ketentuan terkait Pelaksanaan Penerapan, Penilaian 

dna Reviu PIPK

Kondisi PIPK 
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Laporan 
Keuangan 

Berkualitas

Pengendalian Intern 
Tingkat Entitas

Pengendalian Intern 
Tingkat 

Proses/Transaksi

Pengendalian 
Aplikasi

Pengendalian 
Manual

Pengendalian 
Umum TIK 

(PUTIK)

5 Unsur 
Pengendalian

PIPK

Bagan Pelaksanaan PIPK LKPP dan LKBUN

1. PIPK diterapkan oleh setiap Entitas Akuntansi 
dan Entitas Pelaporan.

2. Penerapan PIPK tersebut dilaksanakan pada 
tingkat entitas dan tingkat aktifitas 
(proses/transaksi).

3. Penerapan PIPK Tingkat Entitas meliputi 
unsur-unsur pengendalian intern dan 
penerapan Pengendalian Umum Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (PUTIK).

4. Penerapan PIPK pada tingkat aktifitas 
dilakukan terhadap proses/transaksi yang 
dilakukan secara manual dan/atau 
proses/transaksi yang dilakukan 
menggunakan sistem aplikasi.

• Pemantauan
• Informasi dan 

Komunikasi
• Kegiatan 

Pengendalian
• Penilaian Risiko
• Lingkungan 

Pengendalian



Kendala  dan  tantangan  yang  dihadapi  APIP 

dalam reviu laporan keuangan pemerintah. 

13

Keterbatasan sumber daya manajemen yang kompeten untuk 
melakukan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang 
berlaku.

Menyikapi hal tersebut, agar:
❑ APIP hendaknya diberikan porsi yang lebih banyak dalam 

pelaksanaan pengawasan pengelolaan keungan baik atas 
pendapatan maupun belanja

❑ APIP lebih aktif dalam mengawal implementasi 
pelaksanaan PIPK yang lebih fokus kepada tindak 
pencegahan temuan berulang

Kurangnya pengawasan oleh APIP atas pengelolaan keuangan 
oleh manajemen

Kurang optimalnya implementasi PIPK yanga dilaksanakan oleh 
K/L terkait



Harapan terhadap pelaksanaan  tugas  review  APIP  

atas laporan keuangan pemerintah unaudited 
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Peningkatan peran APIP dengan adanya audit intern atau penugasan-penugasan 
terkait pengelolaan keuangan yang diarahkan langsung ke pokok masalah yang 
menjadi penyebab temuan-temuan berulang tetap

APIP diharapkan dapat melakukan pemantauan lebih inten atas penyelesaian 
tindak lanjut temuan-temuan hasil pemeriksaan

melakukan komunikasi secara inten dengan pemeriksa BPK  dalam memitigasi 
risiko sehingga tidak sampai terjadi masalah yang dapat mempengatuhi kewajaran 
laporan keuangan

mempelajari penyebab terjadinya temuan tahun lalu dan 
temuan tahun2 sebelum sebagai bahan mitigasi risiko agar tidak 
terjadinya temuan2 terutama pengelolaan pendapatan, belanja, 
dan aset tetap

melakukan pengawasan secara langsung penerapan PIPK, mulai saat perencanaan 
awal, pelaksanaan penilaian dan pelaporan serta melakukan reviu PIPK-



Sinergi  dan  kolaborasi  dengan  penyusun 

laporan  keuangan  dan  auditor  laporan 

keuangan 
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Pada saat melakukan reviu, perlu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan 
manajemen pengelola keuangan K/L dan Kementerian Keuangan sebagai BUN 
dalam hal:

Pengajuan user id aplikasi Monsakti dan Omspan

Permintaan data laporan keuangan

Data dan dokumen tindak lanjut temuan BPK

Komunikasi intens dengan manajemen keuangan K/L



Direktorat Pengawasan Bidang 
Ekonomi dan Keuangan 

TERIMA 
KASIH
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